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DAFTAR PERJANJIAN INTERNASIONAL SISTER PROVINCE PROVINSI JAWA TENGAH 
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	JUDUL PERJANJIAN
	TEMPAT & TANGGAL
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	INFORMASI TENTANG FORMALITAS DOKUMEN
	TINDAK LANJUT KERJASAMA YANG TERTERA DALAM DOKUMEN
	HASIL MONITORING



	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

	1.
	Australia
AUS.2013.0205
HPI : DIT. HP-SOSBUD

REGIONAL : DIT. ASTIMPAS
K / L : PEMPROV JATENG
	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Cooperation between Local Government
	Memorandum saling Pengertian antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Bagian Quensland, Australia mengenai Kerjasama Provinsi Bersaudara
Memorandum of Understanding between the State of Quensland Australia and the Provincial Government of the Republic of Indonesia regarding a Sister State Co-Operation
	No Place,
18-Mar-2013
	Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
18-Maret-2013 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 6)

Masa Berlaku
MoU ini akan berlaku untuk periode 5 (lima) tahun berturut-turut (Pasal 6)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri MoU yang mana Pihak tersebut akan memberitahu secara tertulis-dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumnya (Pasal 6)
	Pasal 2
1. Ekonomi, Perdagangan dan Investasi;

2. Pendidikan dan Pelatihan;

3. Kesehatan

4. Hubungan Pemerintah; dan

5. Bidang-bidang lain yang akan disetujui bersama oleh Kedua Pihak.
	

	2.
	Kamboja
KHM.2007.0014
HPI : DIT. HP-SOSBUD

REGIONAL : DIT. ASTARA
K / L : PEMPROV JATENG
	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Cooperation between Local Government
	Memorandum Saling Pengertian untuk Membangun Hubungan Provinsi Candi Bersaudara antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Republik Indonesia dan Provinsi Siem Reap, Kerajaan Kamboja
Memorandum of Understanding between the Provincial Government of Central Java, the Republic of Indonesia and the Provincial of Siem Reap, the Kingdom of Cambodia concerning Sister Temple Province Cooperation
	Borobudur, Central Java,
03-Des-2007
	Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
03-Desember-2007 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 8, huruf a)

Masa Berlaku
MoU berlaku hingga masa 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya (Pasal 8, huruf a)

Cara Pengakhiran
Salah satu pihak menyatakan pengakhiran secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumnya (Pasal 8, huruf a)
	Pasal 2
1. Pariwisata;

2. Kebudayaan;

3. Pendidikan;

4. Investasi;

5. Industri;

6. Perdagangan;

7. Jasa-jasa lain yang disetujui bersama.
	Masukan dari Treaty Room:
MoU ini sudah tidak berlaku sejak 3 Desember 2017 (Pasal 8, huruf a)

	3.
	Australia
AUS.1991.0210
HPI : DIT. HP-SOSBUD

REGIONAL : DIT. ASTIMPAS
K / L : PEMPROV JATENG
	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Cooperation between Local Government
	Pernyataan Kehendak Pembentukan sebuah Memorandum Saling Pengertian mengenai sebuah Hubungan Kerjasama Provinsi – Negara Bersaudara antara Pemerintah Negara Queensland, Australia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia
Letter of Intent to Establish a Memorandum of Understanding on a Sister Province - State Cooperation Relationship between the State Government of Queensland, Australia and the Provincial Government of Central Java, Republic of Indonesia
	Semarang,
10-Jul-1991
	Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
10-Juli-1991 (Tanggal Penandatanganan)
	1. Agriculture;
2. Urban and Rural Development;

3. Transporttaion and Tourism;

4. Industry;

5. Trade and Investment;

6. Education, Science and Technology; and

7. Other fields that will be mutually agreed upon by the Parties.
	

	4.
	Chungcheongbuk – do, Republik Korea
	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Cooperation between Local Government
	Memorandum Saling Pengertian untuk Membangun Persahabatan dan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Chungcheongbuk – do, Republik Korea
	Semarang, 28 November 2004
	
	1. Perdagangan, Induatri, Investasi & Pariwisata;
2. Pengembangan Ekonomi pada Sektor Swasta;

3. Pendidikan & Kebudayaan;

4. Kesehatan & Lingkungan;

5. Bidang lain yang disepakati oleh para Pihak
	

	5.
	Unicef
	Program Kerjasama : Kerjasama Pemerintah RI dengan UNICEF
	
	Perjanjian di tingkat Pusat, didasarkan pada dokumen Country Programme Action Plan (CPAP) 2016 – 2020 antara Pemerintah RI – Unicef ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas & Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia, serta diketahui oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Desember 2015 di Jakarta
	
	Program KIA :

1. Scaling up Stunting
2. Penyusunan baseline capaian SDGs
3. Penguatan implementasi SPM Kesehatan
Program Pendidikan :

1. Pengentasan putus sekolah
2. Pengembangan kapasitas untuk tenaga pendidik
3. Pengentasan buta aksara
Program Perlindungan Anak :

1. Technical Assistance untuk menuju PROVILA & pencegahan kekerasan anak 
2. Advokasi & Sosialisasi perilaku positif untuk pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak  
	

	6.
	Fujian, Republik Rakyat Tiongkok
	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Cooperation between Local Government
	Memorandum Saling Pengertian untuk Meningkatkan Hubungan Baik Berdasarkan Kemitraan & Kerjasama antara penduduk Kedua Provinsi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok
	06 Desember 2003
	
	1. Promosi perdagangan, industri, investasi & pariwisata;
2. Promosi pengembangan ekonomi di sektor swasta;

3. Pendidikan & kebudayaan;

4. Kesehatan & lingkungan;

5. Bidang – bidang lain yang akan disetujui bersama oleh para pihak.


	

	7.
	
	
	Kesepakatan Bersama : Surat Kesepahaman antara The Micronutrient Iniatitive & Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

· NGO Perwakilan berkantor pusat di Ottawa, Ontario, Kanada yang memprakarsai intervensi mikronutrien
	30 Juni 2011
	
	a. Penguatan kapasitas Asosiasi produsen Garam Konsumsi Beryodium (APROGAKOB) Jawa Tengah;

b. Penguatan Sistem Pengendalian kualitas eksternal

c. Koordinasi fasilitasi & supervisi pengendalian kualitas garam beryodium, utamanya pada proses produksi & distribusi
	

	8.
	Kementerian Infrastruktur & Lingkungan Hidup Belanda
	Kerjasama dalam bidang keairan
	MoU antara Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan & Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
	Juli 2012
	
	a. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, keamanan, pengamanan & kualitas air, pengelolaan banjir & drainase perkotaan, perairan darat, pengembangan pelabuhan & pesisir, pengelolaan air tanah.

b. Penyediaan air bersih & sanitasi

c. Air untuk pangan & ekosistem termasuk perlindungan & revitalisasi pesisir

d. Air & iklim

e. Tata Pengelolaan Air & Peningkatan Kapasitas

f. Ruang lingkup lainnya dalam konteks ini yang disepakati bersama oleh para pendatangan.
	

	9.
	Ministry of infrastructure & the Environment of the Kingdom of the Netherlands
	
	LoI antara Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Infrastruktur Republik Indonesia
	22 pril 2016
	
	
	

	10.
	UNESCO – IHE 
	
	Memorandum Saling Pengertian antara UNESCO – IHE dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Capacity Development of staff of the Central Java Province
	18 April 2016
	
	1. Integrated water resources management;
2. Land and water development with a focus on irrigation and drainage;

3. River basin and coastal development and management;

4. Lake, polder and lowland deveopment;

5. Human resources;

6. Environtment management;

7. Planology management. 


	

	11.
	Sverdlovsk, Provinsi Yekaterinburg, Rusia 
	
	Minutes of Meeting antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Sverdlovsk, Provinsi Yekaterinburg, Rusia
	04 Agustus 2017
	
	8. 
	

	Pemerintah Kota Semarang

	12.
	Tiongkok
CHN.2008.0082
HPI : DIT. HP-SOSBUD

REGIONAL : DIT. ASTIMPAS
K / L : PEMKOT SEMARANG
	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Cooperation between Local Government
	Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Beihai, Daerah Otonom Guangxi Zhuang, Republik Rakyat China tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara
Memorandum of Understanding between the Government of Semarang City, Central Java Province, the Republic of Indonesia and the Government of Beihai, Guangxi Zhuang Autonomous Region, the People Republic of China concerning the Establishment of Sister City Cooperation
	Beijing,
14-Okt-2008
	Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
14-Oktober-2008 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 7, Ayat 1)

Masa Berlaku
MoU ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak (Pasal 7, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak menginginkan untuk menghentikan kerjasama ini dengan memberitahukan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya melalui saluran diplomatik (Pasal 7, Ayat 2)
	Pasal 1

1. Pelabuhan dan Logistik

2. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

3. Seni dan Budaya

4. Pariwisata dan Lingkungan Hidup

5. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak
	Masukan dari Treaty Room:
Tidak ada catatan kapan kesepakatan Para Pihak tentang perpanjangan MoU, maka MoU ini dianggap sudah tidak berlaku sejak 14 Oktober 2013 (Pasal 7, Ayat 2)

	Pemerintah Kota Surakarta

	13.
	Tiongkok
CHN.2015.0186
HPI : DIT. HP-SOSBUD

REGIONAL : DIT. ASTIMPAS

K / L : PEMKOT SURAKARTA
	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Cooperation between Local Government
	Pernyataan Kehendak antara Kota Xi’an, Provinsi Shaanxi, Republik Rakyat Tiongkok dan Surakarta, Indonesia mengenai Peningkatan Hubungan Kota Bersaudara
Letter of Intent between Xi'an City of Shaanxi Province of the People's Republic of China and Surakarta of Indonesia on Developing Sister City Relationship
	Xi’an City,
25-Sep-2015
	Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
25-September-2015 (Tanggal Penandatanganan)
	Kedua belah Pihak setuju untuk mempromosikan pertukaran dan kerjasama di bidang perdagangan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan, olahraga, kesehatan, personil
	Partial Implementation

Hasil Monev-PI Ke-V, Jakarta, 2 November 2017
Sudah mulai dilakukan penjajakan implementasi MoU melalui kerjasama technopark yang difasilitasi oleh China Embassy.

	14.
	Bulgaria
BGR.2007.0028
HPI : DIT. HP-SOSBUD

REGIONAL : DIT. EROPA III
K / L : PEMKOT SURAKARTA
	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Cooperation between Local Government
	Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Montana, Republik Bulgaria mengenai Kerjasama Kota Bersaudara
Memorandum of Understanding between the Government of the City of Surakarta, Province of Central Java, Republic of Indonesia and the Government of Municipality of Montana, Republic of Bulgaria concerning Sister City Cooperation
	Surakarta,
19-Feb-2007
	Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
19-Februari-2007 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 7, Ayat 1)

Masa Berlaku
MoU ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya (Pasal 7, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri MoU ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya (Pasal 7, Ayat 2)
	Pasal 1

a. Pembangunan Ekonomi Daerah;

b. Pengelolaan Lingkungan dan Limbah;

c. Sistem dan Infrastruktur Transportasi;

d. Pariwisata dan Kebudayaan;

e. Pengembangan Sumber Daya Manusia;

f. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
	Masukan dari Treaty Room:
MoU ini sudah tidak berlaku sejak 19 Februari 2012 melalui Nota Diplomatik No.D/00223/01/2012/60 tanggal 31 Januari 2012 dari Indonesia tentang Pemberitahuan Pengakhiran MoU, dan MoU akan berlaku hingga 19 Februari 2012

	15.
	Kerjasama sister city dengan Kota Xi'an, Tiongkok 


	
	Membentuk kerjasama persahabatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan dalam pembangunan kedua kota




	
	
	a. Kebudayaan dan Pariwisata;

b. Perdagangan dan Perindustrian ;
c. Pendidikan;
d. Kesehatan;
e. IPTEK
	a.
Pertukaran misi kesenian dan kebudayaan

b.
Eksplorasi informasi lokasi wisata

c.
Penyusunan paket wisata

d.
Promosi wisata bersama

e.
Capacity Building bagi pelaku wisata

f.
Pameran Dagang

g.
Capacity Building Pelaku industri

h.
Pertukaran tenaga pendidik / kepala sekolah

i.
Pertukaran pelajar formal dan non formal

j.
Workshop pengobatan tradisional

k.
Pengiriman tenaga kesehatan untuk melakukan  training pengobatan tradisional dan komplementer

l. 
Internship tenaga pelatih dan pengelola Research and Development

m. 
Pelatihan pengembangan dan pengelolaan R&D

n. 
Pengembangan Technopark

o.
Pertukaran pelatih, wasit dan atlet olahraga meliputi sepak bola, Bulutangkis, Tenis Meja dan Boxing

p. 
Pertukaran dan training staf / ASN

	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Kerjasama teknis dengan Kota Kyoto melalui fasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui skema JCM (Joint Crediting Mechanism)


	
	Pendidikan Lingkungan Hidup :


a. Pembentukan SEAA (Solo Environmental Activities Association) yang merupakan replika dari KEAA (Kyoto Environmental Activities Association) sebagai wadah program kegiatan pemerintah daerah dan stakeholder / masyarakat di bidang lingkungan hidup yang mandiri dan berkelanjutan;

b. Pelatihan bagi koordinator SEAA (pegawai Pemerintah Kota Surakarta dan stakeholder terkait) oleh Pemerintah Kota Kyoto;

c. Pembentukan jejaring kerjasama dengan instansi terkait, pembuatan website dan sumber informasi lainnya sebagai sarana berbagi pengalaman dan bertukar ide dengan instansi terkait  



	
	
	a. Pendirian lembaga SEAA ;

b. Capacity Building bagi Pegawai Pemkot Surakarta;

c. Pelatihan bagi koordinator SEAA (tokoh masyarakat, guru dan LSM);

d. Implementasi kegiatan terkait lingkungan hidup di setiap komunitas dimana sekolah yang menjadi pilot project;

e. Pengembangan rencana proyek lingkungan hidup;

f. Pengembangan website dan sumber informasi lainnya;

g. Penyelenggaraan workshop sebagai ajang bertukar ide dan pengetahuan dengan melibatkan stakeholder  terkait;

h. Pelaksanaan pelatihan di Jepang
	

	17.
	Kerjasama teknis dengan GIZ (Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit)


	Kerjasama Advis Kebijakan Untuk Lingkungan Hidup Dan Perubahan Iklim




	
	
	
	a. Penyusunan Strategi Kota yang Terpadu dalam Perubahan Iklim yang mencakup strategi menyeluruh tentang adaptasi dan mitigasi, serta terintegrasinya dalam rencana pembangunan kota;

b. Pendampingan teknis dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan Strategi Terpadu Perubahan Iklim
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